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Menimbang :

PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

a.

BUPATI BIREUEN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib
mengajukan Rancangan Qanun tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten untuk memperoleh



Mengingat :

1.

persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Qanun dimaksud merupakan
perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah  Kabupaten Tahun 2023 yang
dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum
APBK serta Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara yang telah disepakati Bupati
bersama DPRK pada tanggal dua puluh tujuh
bulan september tahun dua ribu dua puluh tiga;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Qanun tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen

Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 3897)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan
Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3963);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan



Lembaran Negara Republik Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir



10.

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009

tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik



11.

12.

13.

14.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah
untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



15.

16.

17.

18.

19.

Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan,

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam



20.

21.

22.

23.

24.

Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran, dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan
dan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 972);

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 92);
Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022
tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen
Tahun 2022 Nomor 693).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaran urusan
Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan
fungsi dan kewenangannya masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan
Perangkat daerah Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat
DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.

6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah
Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah
Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

10. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

anggaran berkenaan.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam
APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan
kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam
APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus baik fisik maupun non fisik yang merupakan

urusan daerah.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana
yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang
dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka
persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan
kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dana Alokasi umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah
dana yang bersumber pendapatan APBN yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalamrangka pelaksanaan
desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah
dana yang bersumber pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada daerah tertentu dengan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten
Bireuen yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
dalam priode tahun anggaran berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Pinjaman Daerah semua transaksi yang mengakibatkan

Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang



19.

20.

21.

22.

23.

24.

bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani
kewajiban untuk membayar kembali.

Utang Daerah yang selanjutnya disebut utang adalah jumlah
uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban
pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan
peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan
sebab lainnya yang sah.

Pemberian pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah
Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya,
badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya,
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah, Koperasi,
dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan
pengembalian pokok pinjaman.

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu)
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja
perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh
Pemerintah Daerah wuntuk mencapai sasaran dan tujuan

pembangunan Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1
(satu) atau beberapa satuan kerja perangkat kabupaten sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal
termasuk peralatan dan tekhnologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai
masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang/jasa.

Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

anggaran selama 1 (Satu) Periode Anggaran.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan ketentuan perturan perundang-undangan atau
akibat lainnya yang sah.

Qanun Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Qanun
adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bireuen.

Urusan Pemerintahan wajib adalah Urusan Pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oelh Daerah sesuai dengan potensi yang
dimiliki Daerah.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga Negara.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat
daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan
kerja perangkat daerah dalam memberikanpelayanan kepada
masyarakat yang memmpunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan
pada Pemerintah Kabupaten Bireuen yang melaksanakan
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Unit SKPK adalah bagian SKPK yang melaksanakan 1 (satu) atau
beberapa Program.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina

kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan



pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

34. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya

dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
semula sebesar Rpl.861.167.804.930,00 bertambah/berkurang
sebesar Rp93.813.238.684,00 sehingga menjadi
Rp1.954.981.043.614,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah
a. Semula Rp1.854.981.250.920,00
b. Bertambah/berkurang Rp 18.385.309.851,00

Jumlah Pendapatan Daerah

setelah Perubahan Rp 1.873.366.560.771,00
2.Belanja Daerah

a. Semula Rp1.861.167.804.930,00

b. Bertambah/berkurang Rp 93.813.238.684,00

Jumlah Belanja Daerah
setelah Perubahan Rp 1.954.981.043.614,00

3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan Pembiayaan
1. Semula Rp 6.186.554.010,00
2. Bertambah/berkurang Rp 75.427.928.833,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan
setelah Perubahan Rp81.614.482.843,00



b.Pengeluaran Pembiayaan

1.Semula Rp 0,00
2.Bertambah /berkurang Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
setelah Perubahan Rp 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto
setelah Perubahan Rp81.614.482.843,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Setelah Perubahan Rp 0,00
Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rpl1.873.366.560.771,00
(satu trilyun delapan ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus enam
puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh

satu rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;

b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp166.170.492.261,00 (seratus
enam puluh enam miliar seratus tujuh puluh juta empat ratus
sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), yang

terdiri atas:

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a



(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

direncanakan sebesar Rp34.316.532.994,00 (tiga puluh empat
miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu

sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rpl17.076.038.000,00 (tujuh belas miliar

tujuh puluh enam juta tiga puluh delapan ribu rupiah).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp5.007.545.275,00 (lima miliar tujuh juta lima ratus empat

puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp109.770.375.992,00
(seratus sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus

tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
b direncanakan sebesar Rp 1.676.863.560.413,00 (satu trilyun
enam ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus enam puluh
tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus tiga belas

rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp1.596.823.051.475,00 (satu trilyun lima ratus sembilan puluh
enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima puluh satu ribu

empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.040.508.938,00



(delapan puluh miliar empat puluh juta lima ratus delapan ribu

sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp30.332.508.097,00
(tiga puluh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan

ribu sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan hibah;

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp314.642.000,00 (tiga ratus empat belas

juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).

(3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp30.017.866.097,00 (tiga puluh miliar
tujuh belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan

puluh tujuh rupiah).
Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp1.954.981.043.614,00 (satu trilyun sembilan ratus lima puluh
empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat puluh tiga

ribu enam ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja operasional;

b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Pasal 8



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a direncanakan sebesar Rp1.256.949.706.642,00 (satu trilyun dua
ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh
sembilan juta tujuh ratus enam ribu enam ratus empat puluh dua
rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;

c. Belanja bunga;

d. Belanja subsidi;

e. Belanja hibah; dan

f. Belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp730.176.391.080,00 (tujuh ratus tiga
puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan

puluh satu ribu delapan puluh rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp388.105.713.652,00 (tiga ratus
delapan puluh delapan miliar seratus lima juta tujuh ratus tiga

belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp0O,00 (nihil).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp91.966.359.867,00 (sembilan puluh satu
miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh

sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah),

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

f direncanakan sebesar Rp46.701.242.043,00 (empat puluh enam
miliar tujuh ratus satu juta dua ratus empat puluh dua ribu empat
puluh tiga rupiah).

Pasal 9
Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rpl144.457.337.773,00 (seratus empat
puluh empat miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus

tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang

terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

c. Belanja modal bangunan dan Gedung;

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan

f. Belanja modal aset tidak berwujud.

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil)

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.597.063.358,00 (tiga
puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam

puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah)

Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.207.643.856,00 (tiga
puluh dua miliar dua ratus tujuh juta enam ratus empat puluh

tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.969.083.824,00

(enam puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan



(6)

(7)

juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat

rupiah).

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.683.546.735,00 (sembilan
miliar enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh

enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c

direncanakan sebesar Rp2.513.022.000,00 (dua miliar lima ratus tiga

belas juta dua puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas belanja tidak

terduga.

(1)

(2)

(3)

Pasal 11

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
direncanakan sebesar Rp551.060.977.199,00 (lima ratus lima
puluh satu miliar enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh
tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri

atas:
a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp5.139.257.099,00 (lima miliar seratus
tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan

puluh sembilan rupiah).

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp545.921.720.100,00 (lima ratus

empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh



ratus dua puluh ribu seratus rupiah).
Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan
sebesar Rp81.614.482.843,00 (delapan puluh satu miliar enam ratus
empat belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus

empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.
Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp81.614.482.843,00
(delapan puluh satu miliar enam ratus empat belas juta empat
ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga

rupiah), yang terdiri atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b. Pencairan dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan pinjaman daerah;
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp81.614.482.843,00 (delapan puluh satu miliar enam
ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu

delapan ratus empat puluh tiga rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00

(nihil).

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).
Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil), yang terdiri

atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

b. Penyertaan modal daerah;

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. Pemberian pinjaman daerah; dan

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpO,00
(nihil).



(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).
Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar
Rp81.614.482.843,00 (delapan puluh satu miliar enam ratus
empat belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan

ratus empat puluh tiga rupiah).

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp81.614.482.843,00 (delapan puluh satu miliar enam ratus
empat belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan

ratus empat puluh tiga rupiah).
Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk Lkeperluan mendesak,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen
Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara
terlebih dahulu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan APBK, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRK

selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau

kejadian luar biasa;



(3)

b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat menggangu kegiatan

pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja bersifat
wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah

daerah dan tidak dapat di prediksikan sebelumnya, serta

amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah

daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Qanun ini terdiri dari:

1.

Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK yang diklasifikasi
menurut kelompok dan jenis pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi
menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;

Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program,

kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV

Lampiran XVI

pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Rekapitulasi belanja menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, program,

kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta

keluaran;

Rekapitulasi belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintah  daerah dan fungsi dalam

kerangka pengelolaan keuangan negara;
Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
Sinkronisasi program dan RPJMD dengan

Rancangan Perubahan APBK;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan sub
kegiatan pada  Perubahan RKPK dan
Perubahan PPAS dengan rancangan

Perubahan APBK;

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan
Program Prioritas Daerah;

Daftar jumlah pegawai per golongan dan per
jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan
Program Prioritas Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi
Daerah lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset TetapDaerah dan Aset lain-
lain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multi years);
dan

Daftar Dana Cadangan.



Pasal 18
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen
Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan

APBK.

Pasal 19
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten

Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen

pada tanggal

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di

Bireuen pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BIREUEN

IBRAHIM
LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR

NOMOR REGISTRASI QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH:



Lampiran |

: Peraturan Daerah Kabupaten
Bireuen
Nomor
Tanggal

KABUPATEN BIREUEN

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 162.695.182.233 166.170.492.261 3.475.310.028 2%
4.1.01 Pajak Daerah 34.316.532.994 34.316.532.994 0 0%
4.1.02 Retribusi Daerah 13.180.738.000 17.076.038.000 3.895.300.000 30%
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.415.771.469 5.007.545.275 (408.226.194) 8 %
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 109.782.139.770 109.770.375.992 (11.763.778) 0%
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.665.061.426.687 1.676.863.560.413 11.802.133.726 1%
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.586.121.857.000 1.596.823.051.475 10.701.194.475 1%
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 78.939.569.687 80.040.508.938 1.100.939.251 1%
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 27.224.642.000 30.332.508.097 3.107.866.097 1%
4.3.01 Pendapatan Hibah 314.642.000 314.642.000 0 0%
43.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 26.910.000.000 30.017.866.097 3.107.866.097 12 %

Jumlah Pendapatan 1.854.981.250.920 1.873.366.560.771 18.385.309.851 1%
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 1.195.187.125.392 1.257.214.314.452 62.027.189.060 5%
5.1.01 Belanja Pegawai 742.927.821.762 730.176.391.080 (12.751.430.682) 2%
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 332.961.705.708 388.386.021.462 55.424.315.754 17 %
5.1.05 Belanja Hibah 85.745.918.875 91.950.659.867 6.204.740.992 7%
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 33.551.679.047 46.701.242.043 13.149.562.996 39%
5.2 BELANJA MODAL 128.549.067.339 144.192.729.963 15.643.662.624 12 %




5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.662.198.679 34.239.189.608 6.576.990.929 24 %
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 29.589.643.856 32.207.643.856 2.618.000.000 9%
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 62.804.620.404 67.969.083.824 5.164.463.420 8%
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8.492.604.400 9.776.812.675 1.284.208.275 15 %
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.313.022.000 2.513.022.000 200.000.000 9%
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 2.313.022.000 2.513.022.000 200.000.000 9%
5.4 BELANJA TRANSFER 535.118.590.199 551.060.977.199 15.942.387.000 3%
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 4.749.727.099 5.139.257.099 389.530.000 8 %
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 530.368.863.100 545.921.720.100 15.552.857.000 3%
Jumlah Belanja 1.861.167.804.930 1.954.981.043.614 93.813.238.684 5%
Total Surplus/(Defisit) (6.186.554.010) (81.614.482.843) (75.427.928.833) | -1.219 %

6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.186.554.010 81.614.482.843 75.427.928.833| 1.219%
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 6.186.554.010 81.614.482.843 75.427.928.833( 1219%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 6.186.554.010 81.614.482.843 75.427.928.833| 1.219%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 1] 0 0 0%
Pembiayaan Netto 6.186.554.010 81.614.482.843 75.427.928.833| 1.219%
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 (0) 0) 100 %

PPID Bireuen

Administrator .

Pj. Bupati Bireuen

AULIA SOFYAN, Ph.D.
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